Menimbang :

Mengingat

BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: 17 TAHUN 2008
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR BANTEN,

a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara
tertib, guna pemanfaatan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang

Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008,
sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak
Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah di ubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2006 tentang Perubahan ketujuh atas keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 );
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Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 );

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2008
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Menetapkan :

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

3. Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Banten sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
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Gubernur adalah Gubernur Banten;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Provinsi Banten;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya
disebut pengelola barang milik daerah;

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
DPKAD dan Biro Umum dan Perlengkapan adalah perangkat daerah
Pemerintah Provinsi Banten selaku pembantu pengelola barang milik daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik
daerah;

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian
SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang;

Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah;

Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu
Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab  mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja
perangkat daerah;

Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah;

Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang;

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan
kerja perangkat daerah/unit kerja;

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan
penilai eksternal.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang
sah;

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan;



